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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 1224 1/UN25/KP/2021

TENTANG

PENETAPAN UNIVERSITAS JEMBER SEBAGAI WILAYAH ANTI GRATIFIKASI
REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
Universitas Jember yang sedang melaksanakan Pembangunan
Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) perlu adanya
penetapan Universitas Jember sebagai Wilayah Anti Gratifikasi.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Penetapan Unversitas Jember sebagai Wilayah Anti
Gratifikasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

S. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
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Menetapkan
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6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

9. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);

L1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
20746 /MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 582/ KMK.05/ 2020
tentang Penetapan Universitas Jember Pada Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah Yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG
PENETAPAN UNIVERSITAS JEMBER SEBAGAI WILAYAH ANTI
GRATIFIKASI.



KESATU

Menetapkan Universitas Jember sebagai Wilayah Anti Gratifikasi
yang melarang adanya pemberian dalam arti luas, yakni uang,
barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan
cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam
negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan
sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

KEDUA Setiap Pejabat/Pegawai Universitas Jember wajib menolak
Gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan
jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

KETIGA Setiap Pejabat/Pegawai  Universitas Jember dilarang
memberikan  Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau
penyelenggara negara lainnya yang berhubungan dengan
jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

KEEMPAT Pejabat/Pegawai Universitas Jember wajib melaporkan setiap
Gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi dan
Penanganan Pengaduan (UPGPP).

KELIMA Setiap Pejabat di lingkungan Universitas Jember wajib
memberikan perlindungan terhadap Pejabat/Pegawai
Universitas Jember yang menyampaikan laporan Gratifikasi.

KEENAM Setiap Pejabat di lingkungan Universitas Jember dilarang
memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan
pejabat/Pegawai Universitas Jember karena melaporkan
Gratifikasi.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal [ 5 JUL 2071
TARUNA
Tembusan : P 196910051994021001
1. Wakil Rektor;
2. Ketua SPI;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Dekan Fakultas;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala Biro;
7. Kepala UPT;

di lingkungan Universitas Jember.
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